SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 171 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

Menimbang :

Mengingat :

PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi

penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta membangun
sinergitas hubungan antarunsur pimpinan di daerah guna
mendukung pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian
permasalahan di daerah, perlu adanya Forum Koordinasi

Pimpinan di Daerah;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 7

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum
Koordinasi Pimpinan di Daerah, perlu menetapkan Forum
Koordinasi Pimpinan di Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah Provinsi Papua Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
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1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

4. Undang-Undang....... .
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);
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Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
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Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

12. Peraturan Pemerintah....... /3
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum
Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Gubernur Papua Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua
Tengah {Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023
Nomor 10);

Peraturan Gubernur Papua Nomor 57 Tahun 2023 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua
Tengah Tahun 2023 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
Papua Tengah, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Forum Koordinasi Pimpinan Daeran Provinsi Papua Tengah
(FORKOPIMDA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU bertugas melaksanakan:

a. Koordinasi dan  fasilitasi pembinaan wawasan
kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka
memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan
dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan
kesatuan bangsa;
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c. Koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan
kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama,
ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas
keamanan lokal, regional, dan nasional,

d. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi
penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

e. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi
pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada
di wilayah daerah Provinsi Papua Tengah untuk
permasalahan yang timbul dengan memperhatikan
prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan,
keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta
keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

f. Memberikan masukan kepada Gubernur dalam
menentukan kebijakan daerah dan menyikapi setiap
persoalan dan perkembangan keadaan dalam berbagai
aspek kehidupan sosial, masyarakat, bangsa, dan negara
di Provinsi Papua Tengah,;

g. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan
bagi Gubernur mengenai kebijakan yvang terkait dengan
deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman
stabilitas daerah di Provinsi Papua Tengah; dan

h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur secara
periodik.

Forkopimda dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA, melaksanakan rapat kerja

secara periodic setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai
dengan kebutuhan dan diberikan honorarium sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan mempunyai dayalaku surut terhitung bulan
Januari 2023.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 5 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan-sesuai-dengan aslinya
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LA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH

NIP,,19721020 200312 2 006

Tembusan disampaikan......./5
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Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;

Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
Masing-masing yang bersangkutan.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH

: 171 TAHUN 2023
: 5 OKTOBER 2023

é JABATAN HONORARIUM KET ?
' NO. | NAMA DALAM PER BULAN | |
. FORKOPIMDA (Rp) \
1 | Gubernur Ketua 12.000.000,-
.2 | Kapolda Papua Anggota 10.000.000,- |
. 3 | Pangdam XVII/Cenderawasih | Anggota 10.000.000,- | k
4 | Kepala Kejaksaan Tinggi Anggota 10.000.000,- ,
Papua _‘r
5 | Ketua MRP Papua Tengah 1LAnggot.'.-x B 10.000.000,- ‘ D
| 6| Kepala Binda Papua Anggota 10.000.000,- |
7 |Panglima TNIAU Papua | Anggota | 10.000.000,- |
. 8 {Pang!ima TNI AL Papua Anggota 10.000.000,-
| 9 | Ketua Pengadilan Tinggi Anggota 10.000.000, -
| 10 | DANREM Anggota 5.000.000,- |
11 | LO Kejaksaan Anggota 5.000.000,- |
12 | LO Polda Anggota 5.000.000,-
13 | LO Binda Anggota 5.000.000,-
. Sekretariat | '
1 | Sekretaris Daerah Ketua 7.500.000,- |
2 | DANDIM ' Anggota 3.500.000,-
3 | Kapolres Anggota 3.500.000,- |
4 | Kepala KESBANGPOL Anggota 3.500.000,- |
5 | Kepala Biro Hukum Anggota 3.500.000,-
_ 6 | Kepala Biro Umum _ Anggota 3.500.000,- |
7 | DANLANAL Nabire | Anggota 3.500.000,-
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Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK



